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KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dengan memanjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2022.

LKPD Tahun 2022 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh)
komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih; (¢) Neraca; (d) Laporan Operasional; (¢) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan
Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir dalam
periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Bombana Tahun 2017 — 2022. Dimana pelaksanaan program dan kegitatan difokuskan
pada upaya mencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bombana
tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, sebelum disampaikan kepada DPRD, LKPD Tahun 2022 disampaikan terlebih
dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPD Tahun 2022 yang kami sajikan ini berstatus
sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPD dan
pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, khususnya bagi unit-unit
Organisasi Perangkat Daerah.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset tetap Pemerintah
dengan melakukan penertiban aset tetap yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset
tetap pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan
dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah
khususnya pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah.

4. Menyebarluaskan informasi LKPD kepada masyarakat dalam rangka peningkatan
pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan peningkatan
penggunaan informasi dalam LKPD.

5. Memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola
anggarannya secara efektif, efisien, dan mendapatkan mendukung pencapaian opini
WTP atas laporan keuangannya.

6. Meningkatkan peran dan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern atas pengelolaan
keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

7. Meningkatkan pengendalian dan efektifitas program subsidi dan pemberian manfaat
sosial lainnya dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai
atau tepat sasaran.



Disamping semua capaian yang dilaporkan dalam LKPD Tahun 2022, Pemerintah
tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku
kepentingan, sehingga kualitas LKPD di masa mendatang akan menjadi semakin baik.
Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyajikan LKPD secara andal sebagai
bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

/

WDDIN, M.Si.



PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB




BUPATI BOMBANA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
(c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e¢) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran
2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas,
posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ckuitas dan
catatan atas laporan keuangan sccara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.




RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022

Melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran (TA) 2022 ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati
Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA 2022 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, Pemerintah Kabupaten
Bombana menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA
2022. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD TA 2022 ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasian antara Laporan Keuangan
Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
menggunakan sistem aplikasi daring dan terintegrasi. Berikut kami paparkan ringkasan
LKPD Kabupaten Bombana TA 2022.

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD TA
2022 dengan realisasinya, dan menyajikan ikhtisar informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah selama periode
1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2022
tercatat sebesar Rp1.175.923.844.302,00 atau mencapai 97,70% dari target APBD TA
2022 sebesar Rpl.203.663.811.433,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp84.628.628.082,00, Pendapatan Transfer sebesar
Rp1.091.295.216.220,00. Pendapatan daerah TA 2022 mengalami peningkatan 7,75%
atau sebesar Rp84.628.628.082,00 jika dibandingkan dengan TA 2021 yang tercatat
sebesar Rp1.104.481.308.836,00.

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2022
direalisasikan sebesar Rp1.109.417.997.354,00 atau meningkat 1,63% dari saldo
tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.091.665.939.798,50. Realisasi belanja
dan Transfer tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar
Rp689.797.627.355,00, Belanja Modal sebesar Rp256.605.670.742,00, Belanja Tak
Terduga sebesar Rp7.945.777.257,00 dan Transfer sebesar Rp155.068.022.000,00.
Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja dan Transfer, maka
terdapat surplus anggaran sebesar Rp66.505.946.948,00. Surplus tersebut akan
menambah defisit saldo pembiayaan yang direncanakan sebesar minus
Rp10.000.629.256. Ringkasan Laporan Realisasi APBD TA 2022 disajikan sebagai
berikut.



2022 2021
Uraian Aggr?fg:;aie(ts:)a)h Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
PENDAPATAN 1.203.663.811.433,00 | 1.175.923.844.302,00 | 97,70 | 1.104.481.308.836,00
BELANJA 1.193.639.370.801,00 1.109.417.997.354,00 92,94 1.091.665.939.798,50
TRANSFER 155.068.922.000,00 155.068.922.000,00 | 100,00 166.666.652.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 10.024.440.632,00 66.505.846.948,00 | 663,44 12.815.369.037,50
PEMBIAYAAN NETO (10.024.440.632,00) (10.000.629.256,51) 99,76 70.460.190.330,99
SILPA/SIKPA 0,00 56.505.217.691,49 83.275.559.368,49

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo
Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa
Lebin/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) tahun berjalan, dan
penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember
2022 direalisasikan sebesar Rp83.275.559.368,49. Nilai tersebut mengalami
peningkatan sebesar Rp38.568.318.108,50 atau 86,26% dibandingkan tahun
sebelumnya TA 2021 dimana Saldo Anggaran Lebih akhir tercatat sebesar
Rp56.505.217.691,49. Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 dapat dilihat dengan
rincian mutasi sebagai berikut:

No URAIAN
1 Saldo Anggaran Lebih Awal

2022 (Rp)
83.275.559.368,49
83.275.559.368,49

2021 (Rp)
44.707.241.259,99
44.706.227.608,99

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan

3 Sub Total 0,00

1.013.651,00

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 56.505.217.691,49 83.275.559.368,49
Anggaran (SiLPA/SIKPA)
5 Sub Total 56.505.217.691,49 83.276.573.019,49
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 0,00 (1.013.651,00)
Sebelumnya
7 Lain — Lain 0,00 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir 56.505.217.691,49 83.275.559.368,49
Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Bombana mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31
Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.163.504.853.634,43
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp79.964.584.649,84, Investasi Jangka Panjang
sebesar Rp41.720.796.300,00, Aset Tetap sebesar Rp1.935.329.988.689,87, dan Aset
Lainnya sebesar Rp106.489.483.994,72. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp33.250.309.456,75 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp2.130.254.544.177,68. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2021 dapat disajikan sebagai berikut.



Uraian

2022 (Rp)

2021 (Rp)

Aset Lancar

79.964.584.649,84

98.250.841.762,82

Investasi Jangka Panjang

41.720.796.300,00

39.720.796.300,00

Aset Tetap

1.935.329.988.689,87

1.818.724.928.610,26

Aset Lainnya

106.489.483.994,72

118.117.546.581,96

Jumlah 2.163.504.853.634,43 2.074.814.113.255,04
Kewajiban Jangka Pendek 33.250.309.456,75 115.488.454.857,86
Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

Jumlah

33.250.309.456,75

115.488.454.857,86

Ekuitas

2.130.254.544.177,68

1.959.325.658.397,18

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2.163.504.853.634,43

2.074.814.113.255,04

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Bombana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022,

Dari kegiatan operasional pemerintah daerah, Pendapatan-LO adalah sebesar
Rp1.153.548.079.606,33, Beban sebesar Rp941.668.243.522,91, sedangkan Defisit
dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.585.882.105,00) dan Defisit dari Pos
Luar Biasa sebesar (Rp7.998.442.190,00), sehingga Surplus LO sebesar
Rp201.295.511.788,42

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2022 adalah sebagai berikut

No Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
Pendapatan — LO 1.153.548.079.606,33 1.025.962.162.661,45
Beban 941.668.243.522,91 901.683.880.733,89
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan 211.879.836.083,42 124.278.281.927,56
Operasional

4. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional

(2.585.882.105,00) 0,00

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
Surplus/(Defisit) LO

(7.998.442.190,00)
201.295.511.788,42

(5.981.848.502,00)
118.296.433.425,56

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas,
Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran.
Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi,
Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31
Desember 2022.

Aktivitas Arus Kas Kabupaten Bombana periode 2022 dan 2021 dapat
diuraikan sebagai berikut.

Uraian

2022 (Rp)

2021 (Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

322.721.285.567,00

263.654.237.751,50

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(258.215.438.619,00)

(250.838.868.714,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(91.276.188.625,00)

25.753.962.722,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

591.007.474.,00

41.170.608,00

Kenaikan/(Penurunan) Kas

(26.179.334.203,00)

38.610.502.367,50

Vi



6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi Ekuitas dan
Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir
per 31 Desember 2021 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan Perubahan
Ekuitas Lainnya sepanjang periode tahun 2022. Nilai Ekuitas akhir tersaji pada
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.130.254.544.177,68.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2022 adalah sebagai berikut

No Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
Ekuitas Awal 1.959.325.658.397,18 1.799.081.923.142,96
: Surplus/Defisit LO 201.295.511.788,42 118.296.433.425,56
A Dampak Kumulatif Perubahan (30.366.626.007,92) (5.408.120.961,00)
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
4. Ekuitas Akhir 2.130.254.544.177,68 1.911.970.235.607,52

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi (CalLK) mengemukakan penjelasan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai tentang hal-hal
yang termuat dalam laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal,
kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan
SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan
keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

ANGGARAN REALISASI REALISASI
IAIAN - 2022 2022 (%) 2021
PENDAPATAN - LRA 1.203.663.811.433,00 1.175.923.844.302,00 97,70 1.104.481.308.836,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 5151 97.177.151.723,00 84.628.628.082,00 87,00 58.885.457.431,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 5.1.1.1 22.528.760.000,00 14.642.779.313,00 65,00 13.235.912.542,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.1.1,2 14.439,800.000,00 9.946.715.203,00 68,88 4.621,274,835,00
Periapatan Hasl Pengelolaan Kekaynan Ducrsh yang B .59 11.948.591.723,00 11.948.591.723,00 100,00 12.106.635.442,00
Dipisahkan - LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 5.1.1.4 48.260.000,000,00 48.090.541,843,00 99,65 28.921.634.612,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA 5.1.2 1.106.486.659.710,00 1.091.295.216.220,00 98,63 1.021.449.512.820,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 5.1.2.1 1.067.440.217.310,00 1.061.612.788.934,00 99,45 995.261.193.284,00
Dana Perimbangan - LRA 960,949.883.310,00 955.122.454.934,00 99,39 837.835.532.284,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.2.1.1 30,348.266.000,00 61.863.242.360,00 203,84 28.447.027.813,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA §.1.3.4.2 273.477.470.000,00 276.590.182.593,00 101,14 170.502.806.332,00
Dana Alokasi Umum - LRA 5.1.2.1.3 449,798.400.000,00 447.572.136.834,00 99,51 449.216.017.000,00
Dana Alokasi Khusus - LRA 5.1.2.1.4 207.325.747.310,00 169.096.893.147,00 81,56 189.669.681.139,00
Dana Insentif Daerah - LRA §.1.2.1.5 11.921.412.000,00 11.921.412.000,00 100,00 51.259.009.000,00
Dana Desa 5.1.2.1.6 94,568,922.000,00 94.568.922.000,00 100,00 106.166.652.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.1.2.2 39,046.442.400,00 29.682.427.286,00 76,02 26.188.319.536,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1,2.2.1 39.046,442.400,00 29.682.427.286,00 76,02 26.188.319.536,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 5.1.3 0,00 0,00 24.146.338.585,00
Pendapatan Hibah - LRA 5.1.3 0,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
e i 5.1.3.1 0,00 0,00 24.146.338.585,00

LAPORAN REALISAS|I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH




ANGGARAN REALISASI REALISASI
S Kt 2022 2022 %) 2021

BELANJA 1.193.639.370.801,00 1.109.417.997.354,00 92,94 1.091.665.939.798,50
BELANJA OPERASI 5.1.4 717.780.405.007,00 689.797.627.355,00 96,10 664.033.014.172,50
Belanja Pegawai S Ll 329.243,336.337,00 322.608.630.904,00 97,98 313.348.582.178,00
Belanja Barang dan Jasa LT B T 363.101.423.593,00 346.204.102.076,00 95,35 325.195.197.346,50
Belanja Bunga 5.1.4.3 4,164.700.577,00 3.379.071.358,00 81,14 7.982.199.084,00
Belanja Subsidi 5.1.4.4 1.121.292.268,00 66.742.685,00 5,95 38.807.832,00
Belanja Hibah 5.1.4.5 16.615.652.232,00 14.685.080.332,00 88,38 13.090.625.232,00
Belanja Bantuan Sosial 5.1.4.6 3.534.000.000,00 2.854.000.000,00 80,76 4,377.602.500,00
BELANJA MODAL 5 .15 311.990.043.794,00 256.605.670.742,00 82,25 250.838.868.714,00
Belanja Modal Tanah 5.1.5.1 498.500.000,00 480.380.000,00 96,37 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin S5 12952 43.788.836.075,00 37.688.454.388,00 86,07 40.860.760.473,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5. 1:5.3 134.392.670.371,00 118.600.512.204,00 88,25 113.161.953.081,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.5.4 129.031.389.048,00 98.346.574.382,00 76,22 94.704.659.100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.1:5:5 4,278.648.300,00 1.489.749.768,00 34,82 2.111.496.060,00
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.6 8.800.000.000,00 7.945.777.257,00 90,29 10.127.404.912,00
Belanja Tak Terduga Salubul 8.800.000.000,00 7.945,777.257,00 90,29 10.127.404.912,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5147 155.068.922.000,00 155.068.922.000,00 100,00 166.666.652.000,00
Bantuan Keuangan L0 P AP | 155.068.922.000,00 155.068.922.000,00 100,00 166.666.652.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 5.148 10.024.440.632,00 66.505.846.948,00 663,44 12.815.369.037,50

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH




ANGGARAN REALISASI REALISASI
URAIAN Catatan 2022 2022 (%) 2021
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.9 83.275.559.368,00 83.275.559.368,49 100,00 143.507.470.906,99
Penggunaan SILPA 5. 1491 83.275.559.368,00 83.275.559.368,49 100,00 44.706.227.608,99
Pinjaman Dalam Negeri 5:1:9.2 0,00 0,00 98.801.243.298,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN §.1.10 93.300.000.000,00 93.276.188.625,00 99,97 73.047.280.576,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5o 1041 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 5ol 10,2 91,300.000.000,00 91.276.188.625,00 99,97 73.047.280.576,00
PEMBIAYAAN NETTO (10.024.440.632,00) (10.000.629.256,51) 99,76 70.460.190.330,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 53111 0,00 56.505.217.691,49

83.275.559.368,49

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 2022 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.1 83.275.559.368,49 44.707.241.259,99
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 83.275.559.368,49 44,706.227.608,99
Sub Total 0,00 1.013.651,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 56.505.217.691,49 83.275.559.368,49
Sub Total 56.505.217.691,49 83.276.573.019,49
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 (1.013.651,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir 56.505.217.691,49 | 83.275.559.368,49

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan

LAPORAN PERUBAHAN SAL
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NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 2022 2021
ASET
ASET LANCAR 5.3.4
Kas di Kas Daerah L I 48.330.585.645,49 77.878.753.511,49
Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.2 82.511.250,00 8.410.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran G573 1.3 323.141.859,00 15.504.000,00
Kas di BLUD 543214 8.053.472.336,00 4.883.695.894,00
Kas di Bendahara FKTP 5:3.1.5 339.161.682,00 461.874.696,00
Kas di Bendahara BOS 530 Bl 8.523.001,00 68.491.875,00
Kas Lainnya ) 5.3 1.7 83.282.204,89 175.966.001,00
Piutang Pajak Daerah 5+3:1.8 2.162.791.050,14 1.990.108.387,57
Penyisihan Piutang Pajak Daerah (573.991.004,43) (374.465.296,09)
Piutang Retribusi 5.3.1.9 1.817.126.400,00 1.654.694.500,00
Penyisihan Piutang Retribusi (1.735.915.450,00) (1.502.124.250,00)
_Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisq 5.3.1.10 0,00 7.465.774.955,00
Penyisihan P!utang Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 (37.328.874,78)
__Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 3uls 11 1.605.142.533,76 1.289.773.500,00
Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (7.658.906,50) (6.448.867,50)
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak | 5.3.1.12 7.531.328.962,00 0,00
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak (37.656.644,81) 0,00
Beban Dibayar Dimuka 5.3.1.13 0,00 53.333.333,00
Persediaan 53114 11.982.739.731,30 4.224.828.398,13
JUMLAH ASET LANCAR 79.964.584.649,84 98.250.841.762,82
INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.2
Investasi Jangka Panjang Permanen 523:2:1
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 41.720.796.300,00 39.720.796.300,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 41.720.796.300,00 39.720.796.300,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 41.720.796.300,00 39.720.796.300,00
ASET TETAP 5.3.3
Tanah s VA T | 89.999.045.490,00 50.394.409.490,00
Peralatan dan Mesin 5.3.3.2 406.586.622.506,84 369.836.288.284,14
Gedung dan Bangunan §.3.3.3 935.972.548.248,73 695.797.329.964,72
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.3.4 1.387.730.590.475,50 1.282.203.540.687,50
Aset Tetap Lainnya 5:.3.3.5 40.218.969.012,79 42.589.489.896,59
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.3.6 95.393.357.236,35 188.245.919.668,35
Akumulasi Penyusutan 5.3.3.7 (1.020.571.144.280,34) (850.342.049.381,04)
JUMLAH ASET TETAP 1.935.329.988.689,87 1.818.724.928.610,26
ASET LAINNYA 5.3.4
Tagihan Jangka Panjang 5.3 4.1 74.757.059.001,00 74.025.697.179,00
Aset Tidak Berwujud 5.3.4.2 5.220.926.800,00 3.670.177.000,00
Aset Lain-lain 5.3.4.3 9.646.215.309,72 40.454.708.786,96
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 5.3.4.4 17.106.859.922,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.3:.4.5 (241.577.038,00) (33.036.384,00)
JUMLAH ASET LAINNYA 106.489.483.994,72 118.117.546.581,96
JUMLAH ASET| 2.163.504.853.634,43 | 2.074.814.113.255,04

NERACA



NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 2022 2021
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BiuBBud 715.460.286,89 217.136.609,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang T 0,00 91.,223.523.686,00
Utang Beban 5.3.5.3 31.803.487.347,86 8.614.056.235,00
Utang Jangka Pendek Lainnya S 384 731.361.822,00 15.433.738.327,86
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 33.250.309.456,75 115.488.454.857,86
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 33.250.309.456,75 115.488.454.857,86
EKUITAS
EKUITAS 9%3d:0 2.130.254.544.177,68 1.959.325.658.397,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.163.504.853.634,43 | 2.074.814.113.255,04

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan
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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

SALDO SALDO KENAIKAN/
URAIAN
E 2022 2021 (PENURUNAN) e
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN - LO 1.153.548.079.606,33 | 1.025.962.162.661,45 | _ 127.585.916.944,88 | 12,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 5.4.1 102.362.063.873,33 50.100.399.581,11 43.261.664.292,22 | 73,20
Pendapatan Pajak Daerah - LO 14.797.555.248,57 13.787.322.747,11 1.010.232.501,46 | 7,33
Pendapatan Retribusi Daerah - LO 10.103.146.103,00 4.916.415.335,00 5.186.730.768,00 | 105,50
Daimfdam"_':?' Esioled Kabayin Dasrdh yang 11.948.591.723,00 12.106.635.442,00 (158.043.719,00)]  (1,31)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO 65.512.770.798,76 28.290.026.057,00 37.222.744.741,76 | 131,58
PENDAPATAN TRANSFER - LO 5.4.2 1.004.257.623.182,00 | 916.725.665.291,34 87.531.957.890,66 | 9,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 967.043.866.934,00 | 889.094.541.284,00 77.949.325.650,00 | 8,77
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 37.213.756.248,00 27.631.124.007,34 9.582.632.240,66 34,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 5.4.3 46.928.392.551,00 50,136.097.789,00 (3.207.705.238,00)] _ (6,40)
Pendapatan Hibah-LO 46.928.392.551,00 25.989.759.204,00 20.938.633.347,00 | 80,56
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan _— o0 OB, Tipm——
Perundang-Undangan-LO 0,00 .146.338.585, (24.146.338.585,00)| (100,00)
BEBAN 5.4.4 041.668.243.522,01 | 854.328.457.944,23 87.339.785.578,68 | 10,22
Beban Pegawai - LO 5.4.4.1 326.656.694.546,00 | 311.331.332.953,00 15.325.361.593,00 | 4,92
Beban Persediaan 5.4.4.2 145.057.414.756,83 188.152.507.858,45 (43.095.093.101,62)| (22,90
Beban Jasa 5.4.4.3 107.257.032.092,00 10.686.613.542,00 96.570.418.550,00 | 903,66
Beban Pemelharaan 5.4.4.4 18.835.284.696,00 30.442.819.482,00 (11.607.534.786,00)|  (38,13)
Beban Perjalanan Dinas 5.4.4.5 89.520.249.268,00 74.562.966.612,00 14.957.282.656,00 | 20,06
Beban Barang dan Jasa BOS 5.4.4.6 0,00 16.981.120.317,00 (16.981.120.317,00)| (100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD 5.4.4.7 0,00 69.399.800,00 (69.399.800,00)| (100,00)
Beban Bunga 5.4.4.8 3.379.071.358,00 7.982.199.084,00 (4.603.127.726,00)| (57,67)
Beban Subsidi 5.4.4.9 66.742.685,00 38.807.832,00 27.934.853,00 | 71,98
Beban Hibah 5.4.4.10 14.685.080.332,00 13.090.625.232,00 1.594.455.100,00 | 12,18
Beban Bantuan Sosial 5.4.4.11 2.854.000.000,00 4.377.602.500,00 (1.523.602.500,00) (34,80)
Beban Penyisihan Piutang 5.4.4.12 472.212.118,63 547.522.966,60 (75.310.847,97)| (13,75)
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.4.13 172.384.461.670,45 135.564.939.765,18 36.819.521.90527 | 27,16
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.4.4.15 60.500.000.000,00 60.500.000.000,00 000 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 211.879.836.083,42 |  171.633.704.717,22 40.246.131.366,20 | 23,45
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional N (2.585.882.105,00) 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.585.8682.105,00) 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA|  5.4.6 209.293.953.978 42 171.633.704.717,22 37.660.249.261,20 | 21,94
POS LUAR BIASA 5.4.7
Beban Luar Biasa 5.4.7.1 7.998.442.190,00 5.981.848.502,00 2.016.593.688,00 | 3371
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (7.998.442.190,00) (5.981.848.502,00) (2.016.593.688,00)] 33,71
SURPLUS/DEFISIT-LO 5.4.8 | 201.295.511.788,42 | 165.651.856.215,22 | 35.643.655.573,20 | 21,52
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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Desa dari APBN
Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Lainnya
Jumiah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Jumniah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Jumiah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Daerah
Jumiah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

338.453.424.953,00
447.572.136.834,00
71.029.390.368,00
98.067.502.779,00
11.921.412.000,00
94.568.922.000,00
29.682.427.286,00
0,00

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 2022 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pajak Daerah 14.642.779.313,00 13.235.912.542,00
Penerimaan Retribusi Daerah 9.946.715.203,00 4.621.274.835,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.948.591.723,00 12.106.635.442,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah 47.700.309.720,00 28.921.634.612,00

198.949.834.145,00
449.216.017.000,00
112.769.077.853,00
76.900.603.286,00
51.259.009.000,00
106.166.652.000,00
26.188.319.536,00
24.146.338.585,00

1.175.533.612.179,00

1.104.481.308.836,00

322.608.630.904,00
346.204.102.076,00
3.379.071.358,00
66.742.685,00
14.685.080.332,00
2.854.000.000,00
7.945.777.257,00
155.068.922.000,00

313.348.582.178,00
325.195.197.346,50
7.982.199.084,00
38.807.832,00
13.090.625.232,00
4.377.602.500,00
10.127.404.912,00
166.666.652.000,00

852.812.326.612,00

840.827.071.084,50

322.721.285.567,00 |  263.654.237.751,50
5.5.2

390.232.123,00 0,00

390.232.123,00 0,00

480.380.000,00 0,00

37.688.454.388,00 40.860.760.473,00

118.600.512.204,00 113.161.953.081,00

98.346.574.382,00 94.704.659.100,00

1.489.749.768,00 2.111.496.060,00

2.000.000.000,00 0,00

258.605.670.742,00 250.838.868.714,00

(258.215.438.619,00)|  (250.838.868.714,00)
5.5.3

0,00 98.801.243.298,00

0,00 98.801.243.298,00

91.276.188.625,00 73.047.280.576,00

91.276.188.625,00 73.047.280.576,00

(91.276.188.625,00)

25.753.962.722,00

LAPORAN ARUS KAS




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 2022 2021
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.5.4
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 66.751.295.393,00 66.238.686.571,00
Jumiah Arus Kas Masuk 66.751.295.393,00 66.238.686.571,00
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 66.160.287.919,00 66.197.515.963,00
Jumlah Arus Kas Keluar e 66.160.287.919,00 66.197.515.963,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 591.007.474,00 41.170.608,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas (26.179.334.203,00) 38.610.502.367,50
Saldo Awal Kas 83.316.729.976,49 44.707.241.259,99
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal - (1.013.651,00)
Saldo Akhir Kas 5.5.5 57.137.395.773,49 83.316.729.976,49

Kas di Kas Daerah

48.330.585.645,49

77.878.753.511,49

Kas di Bendahara Penerimaan 82.511.250,00 8.410.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 323.141.859,00 15.504.000,00
Kas di BLUD 8.053.472.336,00 4.883.695.894,00
Kas di Bendahara FKTP 339.161.682,00 461.874.696,00
Kas di Bendahara BOS 8.523.001,00 68.491.875,00
Saldo Akhir Kas 57.137.395.773,49 83.316.729.976,49
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) 83.282.204,89 175.996.001,00
Saldo Akhir Kas + Kas Lainnya 65.944.976.856,38 88.922.292.442,49

LAPORAN ARUS KAS
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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
v UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 2022 2021
EKUITAS AWAL 5.6.1 1.959.325.658.397,18 1.799.081.923.142,96
SURPLUS/DEFISIT-LO 5B 201.295.511.788,42 165.651.856.215,22
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAH/ 5.6.3
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 3.300,00
Koreksi ekuitas lainnya 0,00 (1.013.651,00)
Koreksi Biaya CMS Kas di BLUD 0,00 (3.082.403.003,00)
Koreksi Kas di Bendahara Puskesmas Rumbia 0,00 (231.764.306,00)
Koreksi saldo awal Piutang Pajak Air Tanah 0,00 (12.077.360.301,00)
Koreksi Putan PBB atas Keberatan Wajib Pajak 0,00 (12.818.000,00)
Koreksi inventarisasi aet Tanah 0,00 (0,01)
Koreksi Perhitungan Pembulatan Peralatan 0,00 0,01
Koreksi Perhitungan Pembulatan Bangunan 0,00 (421.503.060,00)
Koreksi atgs Penerimaan barang sitaan Pengadilan 0,00 10.418.738.060,00
yang menjadi aset
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah ° (7:428.446.000,22) b
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap 9.910.665.385,70 0,00
Koreksi Ekuitas-Kewajiban 38.835.545,00 0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya (29.310.379.000,88) 0,00
Koreksi Ekuitas-Lainnya (3.577.305.857,52) 0,00
EKUITAS AKHIR 5.6.4 2.130.254.544.177,68 | 1.959.325.658.397,18

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan ini
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][ PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

N CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB |
PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dan sekaligus menjadi tolak
ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 ayat
(1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan
yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran;
(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional;
(5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bombana selama Tahun Anggaran 2022, baik dari aspek
pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja
pendapatan dan belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi
pemerintah daerah, dan menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang—
undangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan — Pendahuluan |:|
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NS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bombana Tahun Anggaran 2022 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi mengenai tingkat pendapatan periode tahun berjalan
sehingga dapat diketahui cukup/tidaknya untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan menentukan
kesesuaian alokasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¢. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah
berkaitan dengan sumber—sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah
sebagai akibat kegiatannya selama periode pelaporan apakah mengalami kenaikan
atau penurunan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran.

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan
anggaran, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan—tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bombana menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Informasi dalam pelaporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan
sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak sepenuhnya memenuhi
tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat
dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu
periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para
pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset,
seperti halnya dalam perbuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya
ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan
outcomes dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama
periode pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan — Pendahuluan |:|
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N CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi
secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;

2. Para Wakil Rakyat; Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa;

3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a.

Memberi gambaran program/kegiatan yang dianggarakan dalam DPA tiap-tiap
SKPD sehingga dapat menjadikan pedoman atau kerangka acuan yang bersifat
umum dalam memberi informasi dan menjelaskan anggaran pemerintah daerah
tahun 2022.

Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari aspek keuangan tahun anggaran
2022.

Memberi informasi secara singkat tentang realisasi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah tahun anggaran 2022.

. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran 2022.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana disusun
dengan tujuan:

1) Memberi kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar
pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022.

2) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,
antara lain :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran
Pemerintah  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertnggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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1.3.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata cara
Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013
tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 68Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bombana Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
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BAB Il : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari
penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi
dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran
pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap
SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam
penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan neraca daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintahan Daerah.

Memuat penjelasan mengenai indikator capaian target Kkinerja
kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

BAB 11l : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-
tiap SKPD berupa realisasi pencapaian target kinerja yang
efektivitasnya dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan
pada program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
Ditetapkan

Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh
pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Memuat informasi tentang laporan tiap-tiap SKPD dalam lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang Mendasari
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah.

Memuat informasi tentang Basis pengukuran atas pos-pos pendapatan
dan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap
SKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang
ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.
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BAB V

BAB VI

BAB VII

: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaaran Lebih.
5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  NON
KEUANGAN

PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan
penting tentang dan rincian laporan keuangan daerah
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BAB 11
GAMBARAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi tujuan akhir dari
proses pembangunan. Pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan akan selalu
memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik. Dengan demikian
kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikator meningkatnya kualitas hidup
masyarakat dapat terwujud.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya, Kabupaten Bombana selalu berupaya untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses
pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses pembangunan dapat berjalan
dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat. Hal ini merupakan langkah awal
dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

Pencapaian tujuan pembangunan secara optimal membutuhkan analisis atas
indikator ekonomi makro yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi
pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana
capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan
sebagai salah satu input utama dalam membuat rancangan kebijakan fiskal daerah.

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat
perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Fungsi utama indikator makro
ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk
memprediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Fungsi lain dari indikator makro
adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro
ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar
tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Dalam konteks evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, secara lebih
spesifik indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati adalah tingkat
kemiskinan, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, laju
pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Berikut gambaran indikator ekonomi makro Kabupaten Bombana sepanjang tahun
2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Bombana.

Beberapa indikator ekonomi makro mencakup sumber daya manusia, sosial
kependudukan dan ekonomi yang berperan dalam mendukung pencapaian prioritas RKPD
2022 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah
nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
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kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu
untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk
miskin daerah pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya
berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian
sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan,
menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin di
satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah
bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah
menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bombana

1 2015 246 908 12,55
2 2016 266 717 13,06
3 2017 270 627 12,36
4 2018 288 201 11,05
O 2019 308 396 10,56
6 2020 325949 10,01
7 2021 346 726 10,76
8 2022 368 576 10,26

Sumber : BPS Kabupaten Bombana

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 sebesar
10,76% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase
penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 10,26%. Namun demikian, Persentase
penduduk miskin Kabupaten Bombana masih jauh dari target yang telah ditetapkan pada
RPJMD vyaitu diangka 8% di Tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten
Bombana masih di bawah provinsi namun diatas rata rata nasional maka dalam
perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan
angka kemiskinan. Berdasarkan fungsi, realisasi belanja yang berkenaan dengan fungsi
perlindungan sosial adalah bentuk intervensi kebijakan yang dapat mempengaruhi
perkembangan angka kemiskinan di daerah. Berikut kami sajikan dalam grafik korelasi
alokasi anggaran untuk bidang perlindungan sosial dengan perkembangan penduduk
miskin di bawah ini.
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Grafik 2.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Jumlah
Penduduk Miskin 2020-2022

Berdasarkan data grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja
yang berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial pada Pemerintah Kabupaten Bombana
pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp7.242.998,000,00 ke
Rp8.781.789.400,00 atau naik 21,25%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut karena jumlah
penduduk miskin Kabupaten Bombana berdasarkan data BPS mengalami peningkatan dari
yang sebelumnya 10,01% menjadi 10,76%. Kemudian pada tahun 2022, realisasi anggaran
menurun menjadi Rp3.154.300.000,00 atau sekitar 73,86%. Pada saat yang bersamaan
dapat kita lihat pada grafik bahwa kurun waktu 2021 ke 2022 terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin dari 10,76% menjadi 10,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
pengalokasian dan realisasi anggaran yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mengintervensi kondisi
kemiskinan masyarakat sehingga dapat menurunkan persentase penduduk miskin di
Kabupaten Bombana.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah
satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan
ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan
kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan
penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak
punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan,
karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya
pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
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Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten
Bombana terdapat 93.531 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, 1,47 persen
diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun  jika
dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 3,17
persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bombana mengalami
peningkatan selama periode 2019-2021. Dari 71,19 persen tahun 2019 menjadi 72,77
persen di tahun 2021.

Berdasarkan lapangan kerja pada tahun 2022, dari 92.156 penduduk yang bekerja,
sekitar 42,54 % bekerja di sektor jasa. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya
dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor pertanian (22,25 %) dan manufaktur
(15,20 %).

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana

I. Angkatan Kerja 59 309 34 222 93 531
1.1 Bekerja 58 578 33578 92 156
1.2 Pengangguran Terbuka 731 644 1375

Il. Bukan Angkatan Kerja 9 152 34 259 43 411
2.1 Sekolah 4273 3676 7949
2.2 Mengurus Rumah Tangga 2548 29572 32120
2.3 Lainnya 2331 1011 3342

Jumlah 68 461 68 481 136 942

Sumber : BPS Kabupaten Bombana
2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk
menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah
tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva
pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran
konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif
penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indeks Gini sama dengan O, menunjukkan distribusi pendapatan merata
sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan
yang sama

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang,
dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berikut perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021
sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.
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Grafik 2.2 Index Gini (Gini Ratio) Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021

Gini Ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien
semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan
ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami
ketidakmerataan rendah. Selama periode 2018-2021, gini ratio Kabupaten Bombana
mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun. Pada kurun 2018-2021, gini ratio
Kabupaten Bombana mengalami peningkatan dari sebesar 0,01 yakni dari 0,347 pada tahun
2018 dan naik menjadi 0,357 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 0,02 menjadi 0,339 dan meningkat tinggi pada tahun 2021 menjadi
0,361. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa gini ratio Kabupaten
Bombana termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Berdasarkan data statistik
lingkup regional, gini ratio Kabupaten Bombana masih dibawah rata-rata gini ratio
Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 2021 berada pada nilai 0,390 yang juga termasuk
dalam kategori ketidakmerataan sedang. Angka gini ratio Kabupaten Bombana juga masih
lebih rendah dibanding angka gini ratio nasional. Tahun 2021, Gini Ratio rata-rata
Indonesia adalah 0,384 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 0,381.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent
standart of living).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Realisasi
pencapaian IPM Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,25 poin dengan
kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini:
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Grafik 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bombana 2018 - 2021

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh 4 indikator
yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran perkapita. Capaian IPM dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu kategori
tinggi (70<IPM<80), kategori sedang (60<IPM<70), dan kategori rendah (IPM<60). Jika
dilihat dari data yang ada, IPM Kabupaten Bombana dari tahun 2018 — 2021 termasuk
dalam kategori sedang. IPM Kabupaten Bombana setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Pada tahun 2021, IPM Bombana menempati urutan ketiga belas di Sulawesi Tenggara
dengan capaian IPM sebesar 69,09. Capaian ini tentu tidak lepas dari peningkatan indikator
pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata
lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata).
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Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan.

Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bombana selalu meningkat. AHH
Kabupaten Bombana pada tahun 2021 mencapai 69,09. Data tersebut menunjukkan
harapan hidup bayi baru lahir di Kabupaten Bombana dapat bertahan hidup hingga usia
69,09 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bombana setiap tahunnya juga
mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,04.
Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Bombana mengenyam pendidikan sampai Sekolah
Menengah Pertama (SMP) kelas 8 atau 9.

Tren Peningkatan IPM Kabupaten Bombana tahun 2019 — 2022 disebabkan oleh
terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan yaitu umur
panjang dan hidup sehat, pendidikan (pendidikan), dan ekonomi (tandar hidup layak).
Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan.
Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata
lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan.
Selama tahun 2019 hingga 2022, Anggaran pendidikan meningkat dari
Rp186.854.526.820,00 menjadi Rp229.984.997.605,00. Sementara itu, komponen
kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan
dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2019 sebesar
Rp180.456.888.345,00 meningkat menjadi Rp183.750.966.512,00 pada tahun 2022.
Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Kabupaten Bombana 2019 — 2022
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Kab.
Bombana 2019-2022
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Grafik 2.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Kabupaten
Bombana Tahun 2019-2022

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan
untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya
relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses
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penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada
gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki
oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan
pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari
besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode
waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan
ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan
dikurangi 100 persen.

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB
menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya
ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
penting yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode
tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana tahun 2022
menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mana masih masuk masa
pandemi covid-19. Pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bombana sebesar 5,11 persen. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya
sebesar 3,49 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan kabupaten
Bombana mulai membaik pasca pandemi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
grafik berikut :

2018 2019 2020 2021 2022

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022
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